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ABSTRAK 

Tujuan penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam proses politik sehingga 

dapat mewujukdna kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yakni data hasil wawancara dengan para 

informan yang terlibat dalam peneltiian ini dan data sekunder yakni data hasil kajian dari artikel, buku, 

hasil penelitin terdahulu, dan berbagai sumber yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif berupa 

penelaahan data, penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan pengujian keabsahan data 

melalui triangulasi sumber. Hasil penenlitian ini menunujukan bahwa partisipasi perempuan dalam 

proses politik dapat dilakukan melalui upaya dari pemerintah dan partai politik dengan memberikan 

pendidikan politik, pengembangan program-program pemerintah yang pro perempuan baik oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna meningkatkan keterlibatan kaum perempuan dalam 

proses politik sebagai bentuk dan wujud kepedulian perempuan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Partisipasi Perempuan, Politik.  

 

 

PENDAHULUAN 

Perempuan sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat selalu 
dikaitkan dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam perjalanan kehidupannya terlebih 
tentang gender. Perempuan sering dimarginalkan dalam berbagai bidang kehidupan 
terutama berkaitan dengan pembagian peran, pendidikan, politik dan sebagainya. Dalam 
dunia politik, marginalisasi sebagai bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan 
membuat mereka sangat sulit untuk terjun dan terlibat langsung dalam proses 
pembelajaran politik padahal sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki 
kedudukan yang sama untuk terlibat di bidang apapun (Muslimat, 2017; Wijriyati, 2016).  

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia, menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota 
badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus 
menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal 
tesebut sesuai dengan yang pendapat Sihite (2007) bahwa penegasan hak politik 
perempuan dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan 
(Convention on the Political Rights of Women) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi 
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terhadap perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against 
Women) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB 
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita yang disingkat dengan Konvensi Wanita. 

Perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam 
berbagai bidang kehidupan serta mengusahakan hal-hal yang berkaitan dengan 
kesejahteraan hidup bersama, apalagi dalam proses pembelajaran politik yang nantinya 
dapat mengurus hajatan banyak orang termasuk di dalamnya perempuan. Apabila kaum 
perempuan turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran politik baik itu menjadi 
anggota dalam partai politik maupun menjadi legislator maka hal itu akan menjadi 
representasi bagi kaum perempuan dalam memperjuangkan derajatnya. 

Namun kenyataannya banyak kalangan yang melegitimasi partisipasi atau proses 
pembelajaran politik perempuan sehingga kendati demikian sampai saat ini antara 
perempuan dan proses politik merupakan dua hal yang tidak mudah untuk dipertautkan. 
Hal ini sangat relevan dengan kondisi yang ada bahwasannya partisipasi perempuan dalam 
proses pembelajarn politik masih sangat rendah bahkan hampir tidak ada dibandingkan 
dengan laki-laki. Dalam sistem budaya patriarki laki-laki dianggap lebih sesuai untuk terjun 
kedunia politik. Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil kebiajakan, dan 
pencari nafkah, sesuai dengan arena politik yang sarat dengan peran pengambilan 
kebijakan dan isu-isu kekuasaan. Rata-rata yang dipilih adalah laki-laki karena laki-lakilah 
yang selama ini melakukan upaya-upaya pemberdayaan politik (Wijaya, 2001:20). 

Hail penelitian yang dilakukan oleh Boro dan Kale (2020) tentang Keterwakilan 
Perempuan di ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam 
Pemilu Legislatif 2014 bahwa salah satu hal yang menjadi kendala keterwakilan perempuan 
ke ranah politik adalah hambatan budaya. Keberadaan perempuan dipandang sebagai kelas 
kedua karena perempuan itu mengikuti suami (tradisi belis) yang hanya ekerja di dapur, 
mengurus suami dan anak-anak, dan apabila melanggar dianggap sebagai perempuan yang 
membangkang terhadap budaya dan tradisi. Hal ini akhirnya membuat perempuan tidak 
memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik.   

Penelitian juga dilakukan oleh Singh (2019) tentang partisipasi politik perempuan India 
bahwa tingkat partisipasi perempuan di India dalam politik sangat rendah yang disebabkan 
oleh faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya 
partisipasi perempuan dalam politik struktural di India yang memberikan ancaman besar 
pada keberlangsungan demokrasi di India. Khusunya dalam parlemen dan perkembangan 
politik abad ke-21, maka perempua harus memiliki peran serta dalam proses politik.   

Rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik tidak terlepas dari berbagai 
faktor, antara lain lingkungan masyarakat, budaya, dan pemahaman terhadap poltiik yang 
kotor (Mulia & Farida, 2005). Peroalan perempuan dan politik di Indonesia setidaknya 
dipengaruhi oleh empat hal; (1) perwakilan perempuan yang rendah, (2) partai politik 
belum berkomitmen dalam memberikan akses bagi perempuan, (3) kendala nilai budaya 
yang bias gender, (4) minat perempuan terhadap kegiatan politik rendah (Hasyim, 2010). 
Kemudian kendala-kendala lain seperti kondisi ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, 
lemahnya sumber-sumber keuangan, dan pilihan bagi kaum perempuan. Berbagai hal ini 
kemudian menjadi pemicu dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai pemikiran 
yang timpang terhadap kaum perempuan (Hoboddin & Rahman, 2013).     

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia tahun 2014 
bahwa perwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 
20%. Tentunya hal ini jauh dari harapan kuota 30%. Persoalan lain ialah kurangnya 
pendidikan politik bagi perempuan akan memperpanjang diskriminasi bagi perempuan 
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dalam partisipasi kegiatan politik. Langkah strategis untuk mendukung perempuan ialah 
penekanan pada partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan 
secara terstruktur, berkelanjutan, dan diprogramkan secara serius (Susiana & 
Cahyaningrum, 2010). 

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang menjadi hambatan bagi perempuan kerap kali 
datang dari dalam diri perempuan itu sendiri misal kurangnya rasa percaya diri, kurangnya 
pengalaman, tidak memiliki keinginan kuat untuk bersaing dengan laki-laki, memiliki 
tanggungjawab ganda yakni sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Hal ini membuat 
perempuan tidak memiliki keyakinan kuat untuk partisipasi dalam politik (Boro & Kale, 
2020). Berbagai masalah yang terjadi tentunya mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan 
solutif yang bisa memberikan kemudahan akses bagi perempuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam proses 
politik sebagai upaya mewujudkan politik yang adil gender. Kondisi tersebut merupakan 
partisipasi kaum perempuan yang dibutuhkan dalam upaya pengitegrasian kebutuhan 
perempuan dan kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan publik dan melahirkan 
berbagai instrumen hukum dan perubahan paradigma yang tidak saja mengakomodasi 
kepentingan perempuan dalam arti biologis tetapi juga mengakomodasi perempuan dalam 
arti feminitas, sehingga terjadi keseimbangan peran gender. Dalam penelitian ini yang 
disebut dengan partisipasi perempuan adalah keikutsertaan perempuan sebagai bagian 
dari masyarakat untuk berperan dalam aktivitas politik praktis juga dalam kegiatan 
pembangunan masyarakat atau implementasi politik dalam arti luas. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah 
Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sumber data dalam penelitian ini yakni pertama, data 
primer yang merupakan data berdsarkan hasil wawancara antara peneliti bersama dengan 
tokoh-tokoh perempuan yang memiliki peran penting atau memiliki keterlibatan secara 
aktif dalam dunia politik baik itu sebagai anggota legislatif, anggota partai politik, aktivis 
perempuan dan sebagainya. Kedua, data sekunder yakni data yang diperoleh berdasarkan 
kajian pada dokumen-dokumen berupa buku, artikel-artikel, dan bebrbagai laporan 
deskripsi kasus yang relevan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif melalui tahapan 
penelaahan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian 
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. 

HASIL PENELITIAN 

a. Partisipasi Perempuan dalam Politik 
Perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik. Bahkan 

seharusnya perempuan memiliki peran lebih karena ada banyak hal yang harus diurus oleh 
perempuan yang merupakan produk dari berbagai kebijakan politik. Partisipasi perempuan 
dalam proses politik sangat diperlukan, perempuan memiliki andil penting dalam dunia 
politik, segala kebijakan harus berorientasi pada isu-isu strategis perempuan. Hal ini akan 
dilakukan oleh perempaun walaupun dampak dari permasalahan kemasyarakatan akan 
berpengaruh terhadap kondisi perempuan. Sehingga apabila perempuan terlibat atau 
berpartisipasi dalam proses politik, maka perempuan akan memberikan kontribusi ide, 
gagasan, dan solusi-solusi yang solutif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 
umum. 

Kaum perempuan pada umunya yang sering kita jumpai di ruang publik, cenderung 
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memiliki kesulitan untuk meningkatkan peran dan pasrtisipasi secara baik dalam berbagai 
bidang. Dilihat berdasarkan serangkaian bentuk eksploitasi dan diskriminasi yang 
dirasakan hingga berbagai faktor yang mendorong dan menyebabkan kecenderungan 
apatisnya kaum perempuan membuat mereka tidak dapat berbuat banyak hal. 

Banyak perempun yang cukup berkompeten dan memiliki kemampuan untuk turut 
berpartisipasi dalam proses politik. Dengan adanya perempuan yang cerdas dan kritis serta 
memiliki kapasitas yang mumpuni akan meningkatkan kualitas politik. Sehingga kaum 
perempuan yang sadar dan mempunyai panggilan untuk turut serta dalam berjuang bagi 
bangsa dan negara akan turut berdampak dalam pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat, seperti kata Sokarno bahwa perempuan adalah tiang negara, apabila 
perempuan maju maka negara akan maju dan berkembang. 

Dalam proses partisipasi perempuan di dunia politik tentunya ada berbagai indikator 
yang diperhatikan sebagai sebuah kompetensi untuk menunjang perempuan dalam 
menjalankan tugas sebagai aktor politik misalnya diberikan pengetahuan dan ketrampilan 
dasar berpolitik, memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkreasi 
mengembangkan kompetensinya, mengkaderkan perempuan sebagai upaya menciptakan 
generasi penerus yang unggul, memberikan pengetahuan mengenai isu-isu strategis 
tentang perempuan. Hal-hal yang demikian akan terlaksana dengan baik dan menjadi bekal 
yang luar biasa bagi perempuan jika diberikan melalui sebuah proses yang terstruktur dan 
sistematis yakni proses pendidikan politik. 

Pendidikan politik merupakan sebuah kegiatan untuk membangun pengetahuan politik 
masyarakat, membangun karakter masyarakat atau warga negara, seperti bersikap kritis, 
terbuka, jujur dan rasional, serta membangun kecakapan masyarakat. Melalui pendidikan 
politik, masyarakat diperkenalkan mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kharisma (2015) bahwa pendidikan politik 
merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik 
masyarakat, juga meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang sementara 
berkembang. Oleh karena untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik 
maka pendidikan politik penting untuk diberlakukan. 

Pendidikan politik diberikan agar mengasah dan meningkatkan ketrampilan kader untuk 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik baik dalam kegiatan partai poltik maupun 
lembaga-lembaga lain sebagai wujud tanggungjawab terhadap masyarakat. Menurut 
Predescu & Darjan (2010) bahwa dalam kegiatan politik membutuhkan yang namanya 
pengetahuan politik agar kegiatan yang dilakukan tidak semu, melainkan berkualitas dan 
berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu pendidikan politik 
wajib diberikan kepada seluruh warga negara termasuk perempuan untuk meningkatkan 
pengetahuan politik.   

Partisipasi politik perempuan di daerah penelitian menunjukan bahwa partisipasi 
tersebut ditujukan sebagai bentuk dan wujud kepedulian terhadap bangsa dan negara 
bahwa perempuan adalah sebagai warga negara yang mempunyai tugas dan tanggung 
jawab yang sama dengan laki-laki untuk membangun bangsa, baik partisipasi langsung 
maupun tidak langsung. Hal penting adalah bagaimana membangun warga negara yang 
cerdas serta bagaiman membangun bangsa dan negara atas dasar kesetaraan dan keadilan 
melalui kemitraan antara laki-laki dan perempuan, melalui pembangunan berwawasan 
gender, sebagai suatu struktur yang fungsional menuju keseimbangan berbasis 
kesjahteraan. 

Banyak stigma yang dibangun bahwa perempuan harus mengurusi pekerjaan-pekerjaan 
domestik dibanding pekerjaan publik terkhususnya politik, hal itu merupakan sesuatu yang 
salah, yang telah dibangun selama ini dalam masyarakat umum dan ini menjadi salah satu 



Gatranusantara, Volume 19 No. 2, Edisi Oktober 2021   p - ISSN 1858 - 2893 
   e - ISSN 2722 - 5151 

 

 

 

381 

 

tantangan perempuan. Berbagai stigma seperti ini telah berkembang dalam masyarakat 
luas, dan ini menjadi tantangan bagi perempuan untuk semakin semangat membuktikan 
dirinya bahwa mereka bisa untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor termasuk politik. 

Selain itu, perempuan tidak hanya berperan dalam proses pembelajaran politik saja, 
tetapi lebih dari itu perempuan juga harus menjadi pelaku politik yang turut serta dalam 
posisi strategis dalam kebijakan publik. Peran perempuan sebagai pelopor, penggagas, dan 
pendobrak tradisi yang selalu menjustifiksi bahwa perempuan selalu terbelakang, sehingga 
perempuan juga dapat menjadi pemimpin politik yang mampu menerjemahkan kondisi 
masyarakat untuk memberikan kebijakan yang dapat menuntaskan setiap persoalan 
masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Prihatini (2019) bahwa ideologi Islam selalu menunjukan perannya untuk mencari solusi 
dalam mencapai persentasi kuota nominasi perempuan dalam politik, agar perempuan 
selalu berpartisipasi sebagi pelopor.    

Dalam memaksimalkan keterlibatan perempuan untuk selalu berpartisipasi dalam 
pembelajaran politik maka yang memiliki peran penting adalah melalui pendidikan politik 
sebagai garda terdepan dalam mendidik kaum perempuan sehingga mereka mampu tampil 
aktif dalam dunia politik. Hal ini terutama memberikan pembukaan akses yang lebih luas 
dengan mendistribusikan perempuan dalam posisi-posisi yang strategis. Hal ini juga dapat 
meminimalisir anggapan bahwa selamanya kaum perempuan tidak pantas untuk ada dalam 
pembelajaran politik atau dunia politik. Dalam partisipasi politik ketidaksetaraan gender 
masih tetap menjadi bagian terpenting dari suatu dilema demokrasi yang belum 
terselesaikan dari partisipasi yang tidak begitu setara karena banyak alasan inilah yang 
harusnya dipakai untuk mengevaluasi kesanjagan gender dalam partisipasi politik. 

Representasi perempuan dalam politik di Kota Kupang khususnya belum terlalu 
maksimal sesuai kuota yang diatur dalam undang-undang karena betapa kuatnya 
pandangan budaya patriarki bahwa perempuan tidak perlu berpolitik  karen kegiatan 
politik adalah milik kaum laki-laki (Boro & Kale, 2020). Persoalan tersebut menyebabkan 
dalam kontestasi politik perempuan masih dianggap tidak berkompeten, terbatas, dan tidak 
sama kemampuannya dengan laki-lak, kemudian karena kentalnya budaya representasi 
perempuan tidak berjalan baik. 

Kebijakan kuota terkadang didasari pada pertimbngan bahwa keterlibatan perempuan 
dalam politik dianggap penting karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus 
yang hanya bisa dipahami oleh peremoaun itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 
antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, maslaah 
kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu kekerasan seksual 
(Lovenduski, 2008). Partisipasi dalam pengambil keputusan politik juga dapat mencegah 
terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam kehidupan 
masyarakat (Fatmariza, 2005).  

Tantangan perempuan dalam proses politik adalah anggapan kalau perempuan itu tidak 
bisa apa-apa, karena budaya, kemudian ada yang bilang politik itu kerjaannya laki-laki, 
sehingga membuat kita mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan untuk 
mendapat simpati banyak pihak. Tetapi ini harus kita lawan dan buktikan dengan 
memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Melalui berbagai cara, perempuan harus 
meningkatkan kapasitasnya agar tidak dipandang sebagai orang yang tidak memiliki 
kemampuan sehingga mereka juga dapat terlibat dalam berbagai kegiatan termasuk politik. 

Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-
laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya di mana 
mayoritas masyarakat di dunia masih kental dengan ideologi patriarki. Sehingga dalam 
perempuan harus membuktikan diri, kemudian mendorong kesadaran masyarakat untuk 
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lebih objektif dan mengenal track record calon pemimpin politik dari kalangan perempuan 
agar kita tidak kalah bersaing dengan laki-laki. 

Untuk mendukung serta membentuk kesadaran diri perempuan maka dapat dilakukan 
dengan pendidikan politik itu sendiri atau dapat disebut sebagai political Forming atau 
Politische Bildung. Disebut “Forming” karena terkandung intensi untuk membentuk insan 
politik yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat dan disebut 
sebagai “Bildung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri) karena istilah ini 
menyangkut aktivitas: membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung 
jawab sendiri untuk menjadi insan politik (Kartini Kartono, 2009: 63). 

Dalam konsep republican, warga negara dan politik adalah satu mata rantai yang saling 
mengadaikan. Politik hanya mungkin ditunjang oleh konsep warga negara dan sebaliknya 
warga negara dapat eksis melalui kerja-kerja partisipatifnya dalam kerangka politik. 
Kebebasan bagi republican adalah tindakan, tidak sebagaimana konsep kebebasan dalam 
liberalisme yang memiliki kecenderungan metafisik dan abstrak, kebebasan dalam 
republican merupakan suatu upaya yang ditunjukan dalam bentuk nyata atau konkret. 
Itulah sebabnya politik dalam republican dilihat dari mereka yang bertindak langsung 
sebagaimana diandaikan oleh Hannah Arendt bahwa rasion d’etre politik adalah kebebasan, 
dan medan pengalamannya adalah tindakan (Robert & Tobi, 2017:23). 

Dalam dunia politik kaum perempuan selalu dianggap rendah dan tidak memiliki 
kedudukan apapun. Perempuan selalu dibatasi untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang 
berbau politik baik itu sebagai anggota partai politik, terlibat sebagai anggota legislatif, 
terlibat dalam dunia pemerintahan dan sebagainya. Hal ini membuat perempuan tidak 
memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya dan tidak dapat untuk serta dalam 
pengambilan berbagai kebijakan. Kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan 
ketidakadilan atau ketimpangan bagi perempuan. 

Kendala pokok lemahnya partisipasi politik perempuan antara lain berada juga pada 
lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan. 
Selain itu dapat pula bersumber dari kebijaksanaan pembangunan politik yang kurang 
memadai serta kurang berfungsinya partai politik. Peningkatan partisipasi politik 
perempuan dapat diupayakan antara lain dengan melalui pendidikan politik yang mampu 
menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang 
politik. Dalam hal ini memang tidak terlepas dari keberadaan laki-laki yang secara luas 
mendominasi arena politik, laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan aturan-
aturan permainan politik dan laki-laki lah yang sering mendefinisikan standar untuk 
evaluasi. 

Umumnya masyarakat luas termasuk kaum perempuan sangat membutuhkan yang 
namanya pendidikan politik sehingga mereka dapat diberikan pengetahuan dan 
pemahaman tentang pentingnya kegiatan politik dalaam kehidupan sehari-hari. 
Pengembangan pendidikan politik pada masyarakat sebagai bagian pendidikan politik pada 
masyarakat untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan 
guna melestariak Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar budaya politik bangsa. Konsep dari 
pendidikan politik merupakan proses kehidupan kehidupan politik yang sedang dilakukan 
dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan sistem politik yang demokratis stabil, efektif, 
dan efisien.  

Politik pendidikan Indonesia harus berpijak pada bumi dan budaya Nusantara yaitu 
mengacu pada Ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, Persatuan dan Kesatuan NKRI, 
Bhineka Tunggal Ika, Kekayaan karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Pendidikan di 
Indonesia dalam abda ke-21 menghadapi lingkungan strategis yang sangat kompleks, 
turbulen, labil, dan sangat sulit diramalkan yaitu regulasi kemajuan ekonomi terlebih 
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dinamika politik (Slamet, 2014). Dengan demikian maka untuk menjawab perkembangan 
tersebut, kaum perempuan juga harus wajib turut serta di dalamnya guna untuk 
mengusahakan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kaum 
perempuan sebagai warga negara sejatinya patut diberikan kesempatan yang sama dengan 
laki-laki untuk terjun ke dalam dunia politik agar supaya mereka ikut ambil bagian dalam 
upaya untuk memperjuangkan aspirasi terlebih aspirasi yang pro terhadap perempuan itu 
sendiri. Berbagai stigma yang telah dibangun dalam masyarakat selama ini perlu untuk 
dilawan dengan cara perempuan harus menunjukan bahwa sebenarnya mereka memiliki 
kemampuan yang sama yaitu dengan cara terlobat dalam berbagai bidang termasuk politik 
itu sendiri. 

Semakin terbuka akses bagi perempuan dalam dunia politik, maka tentu akan semakin 
banyak peran perempuan yang akan bisa berkompetisi dengan kaum pria di dalam pentas  
politik publik. Oleh karena itulah, pemberian kuota kepada perempuan di dalam pentas 
publik, tentulah begitu penting. Meskipun begitu ada saatnya sekarang ini hak-hak politik 
bagi perempuan sudah banyak diakui. Namun, dengan adanya hak-hak tersebut tidak selalu 
menjamin adanya sistem politik demokratis di mana asas partisipasi, representasi, dan 
akuntabilitas yang diberi makna sesungguhnya. 

b. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender 
Gender merupakan sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana perbedaan antara 

perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan Yang  Maha Esa dan 
yang bersifat sebagai bentuk suatu budaya yang harus dipelajari dan disosialisaikan kepada 
masyarakat luas sejak dini. Untuk itu perbedaan peran gender ini sangat penting dan 
membantu kita untuk memikirkan kembali pembagian peran masing - masing  yang telah 
melekat pada diri manusia antara perempuan dan laki-laki untuk membagun gender yang 
lebih dinamis dan cocok pada kenyataan yang ada di masyarakat, dengan adanya gender 
telah melahirkan perbedaan peran, fungsi serta tanggug jawab dalam kehiduan sehari-hari. 

Dalam gender, terdapat teori hukum alam (nature) yang menyatakan bahwa perbedaan 
peran antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh jenis kelamin mereka. Teori ini 
membagi dua peran yang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Menurut teori ini, 
berbagai hormon yang dibentuk oleh tubuh laki-laki dan perempuan telah membuat laki-
laki dan perempuan berbeda. Misalnya perbedaan hormonal dalam tubuh mengakibatkan 
laki-laki yang memiliki hormone testosterone menjadi lebih agresif dibandingkan 
perempuan. Sedangkan perempuan diidentikan dengan peran domestiknya karena sifat 
keibuanya yang dianggap sebagai kodrat. Asusmsi teori hukum alam (nature) tersebut 
mempeekuat berbagai budaya yang merendahkan perempuan. Ada label stereotype (citra 
baku) yang ditanamkan pada perempuan. Terdapat citra baku yang melekat pada peran, 
fungsi, dan tanggung jawab, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam 
keluarga dan masyarakat. Cara berpikir stereotype tentang gender ini sangat mendalam 
merasuki mayoritas masyarakat (Machmud, 2018). 

Perbedaan gender bukanlah menjadi alasan lagi bagi kaum perempuan untuk bergerak 
dalam bidang politik. Pemikiran dan budaya masyarakat yang mengesampingkan 
keberadaan perempuan harus diperbaharui. Partisipasi dalam politik bagi perempuan 
dapat dimulai dari hal kecil yang mendorong program pemerintah, misalnya PKK, 
Posyandu. KB dan kegiatan lain yang menggerakkan ibu-ibu kearah kepentingan bersama. 
Jika sudah mampu mengorganisir masyarakat maka seorang perempuan dapat memandang 
pelayanan yang lebih tinggi seperti menjadi anggota legislatif sampai kepala 
pemerintahan.Perempuan pemimpin, jabatan yang dapat dicapai apabila dia dapat 
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meningkatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan memiliki prestasi kerja yang baik 
pula, sehingga seorang pemimpin perempuan akan diakui kepemiminannya oleh bawahan 
maupun orang lain. Kepemimpinan ini dilihat dari bentuk kedewasaanya dalam 
menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, terutama sesuai dengan bidang yang 
dipimpinnya tanpa meninggalkan sifat keperempuanannya. Perempuan pemimpin memiliki 
kekuatan berupa tegas, tegar dan keperkasaan dalam arti mampu mengambil keputusan 
yang tepat seperti hal yang dapat dilakukan seorang laki-laki.  

Gender berfungsi sebagai sebuah kontruksi sosial budaya dimana jenis kelamin mengacu 
pada perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang merupakan fungsi dari biologi dan 
sosial budaya yang di mana kita bisa membedakan antara perempuan dan laki-laki sebagai 
makluk sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gender merupakan sebuah konsep 
pembedaan antara laki-laki dan perempuan, atau sebuah pandangan dari masyarakat 
terhadap perbedaan peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh laki-laki dan 
perempuan.  

Partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam 
lembaga-lembaga politik formal, yang terjadi adalah representasi perempuan yang rendah 
di dalamnya. Sangat tidak adil, bahkan, melanggar hak asasi manusia, jika perempuan masih 
juga dimarginalkan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal. Perempuan 
perlu diberi kesempatan dan ruang untuk berkspresi mengembangkan potensi dirinya 
termasuk dunia politik. Elizabeth (2017) menyatakan bahwa, perjuangan mencapai 
keadilan dan kesetaraan gender merupakan upaya kemanusiaan karena berkaitan dengan 
hak asasi manusia. 

Dalam proses pembelajaran politik, konsep kesetaraan gender perlu diperhatikan baik 
dalam dunia politik baik itu nasional dan internasional kesetaraan gender merupakan hal 
yang sangat penting namun masih ada saja beberapa persoalan yang kerap kali menjadi 
kendala dalam prosesnya. Sejumlah kader wanita dalam partai politik (parpol) tidak dapat 
berpartisipasi penuh. Apalagi, perempuan itu dicalonkan sebagai caleg atau pun sebagai 
calon kepala daerah pada pilkada. Pada kenyataannya dinamika politik di banyak negara 
termasuk Indonesia, terdapat persoalan gender. Selama ini yang terjadi adalah diskriminasi 
politik terhadap perempuan di dalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Oleh karena 
itu kesadaran ataupun upaya membangun keadilan harus dimulai dengan sebuah 
transfromasi sebagaimana menurut Hasyim (2017) menyatakan bahwa untuk membangun 
keadilan terhadap kelompok-kelompok yang dimarjinalkan maka perlu sebuah 
transformasi yang mensyaratkan perubahan dan edukasi kepada masyarakat.  

Meskipun selama politik ini dan perilaku politik dipandang sebagai kegiatan maskulin 
(laki-laki), yang dalam bidang ini membutuhkan keberanian, kemandirian kebebasan 
berbicara, dan tindakan agresif bukan berarti kita (perempuan) tidak mampu memberikan 
kontribusi mereka dalam kehidupan politik. Perempuan sebenarnya lebih memahami dan 
mampu menerapkan. Apa yang tidak mungkin, perempuan dapat, banyak keuntungan yang 
kita mampu, hanya kemampuan tapi tidak punya keinginan. Sebenarnya, banyak 
perempuan kami yang memiliki kompetensi baik untuk lebih maksimal, tapi tidak bisa 
(Musdah & Farida, 2005:1). 

Tidak dapat dipungkiri, dalam konteks Indonesia persoalan mengenai keterwakilan 
perempuan di parlemen masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun 
eksternal. Padahal sebagai warga negara seluruh hak kaum perempuan dijamin konstitusi, 
termasuk hak untuk berpartisipasi di bidang politik. Kendala-kendala internal antara lain 
berupa masih lemahnya kualitas sumber daya manusia sebagian besar kaum perempuan, 
terbatasnya jumlah kaum perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi mumpuni 
dibidang politik, dan rasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan kaum laki-laki. 
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Sementara itu, kendala-kendala eksternal antara lain adalah kultur masyarakat Indonesia 
yang cenderung patriarki, ketiadaan kemauan politik elite-elite partai untuk membuka 
ruang luas bagi keterlibatan kaum perempuan, dan sikap sebagian kaum laki-laki yang 
meremehkan kemampuan kaum perempuan dibidang politik (Wahyudi, 2018).  

Kondisi sosio-kultural yang pekat dengan budaya patriarkinya menjadi salah satu faktor 
penghalang untuk aktualisasi wanita sebagai pengambil kebijakan bangsa ini. Berbagai 
upayapun dilakukan untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. Melalui UU 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
pemilihan umum keterwakilan wanita menjadi syarat wajib bagi keikutsertaan parpol 
dalam pemilu. Setiap parpol wajib memenuhi kuota 30% wanita di dalam politik. 
Keterwakilan wanita secara aktif di dalam legislatif, merupakan salah satu wujud nyata dari 
tumbuhnya kesadaran kekuatan politik wanita. Keterlibatan wanita secara nyata tidak saja 
didasarkan pada keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kontribusinya 
untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita (Muslimat, 2017). 

Partisipasi politik perempuan diharapkan tidak saja partisipasi dalam memilih tetapi 
juga partisipasi menjadi anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah. Masyarakat 
sekarang ini pada umumnya menyatakan perempuan bisa dipilih karena memiliki 
kemampuan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat selain itu karena 
perempuan memiliki kemampuan kampanye dan pendekatan kepada masyarakat dengan 
baik. Hadirnya perempuan dalam kancah perpolitikan diharapkan dapat menekan angka 
diskriminasi terhadap perempuan. Pemikiran masyarakat tentang perempuan yang 
dianggap sebagai mahkluk lemah harus dibabat habis. Selain itu seorang perempuan yang 
duduk dibangku kepemimpinan akan menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk 
menambah barisan perempuan. 

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan 
perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan 
legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi 
inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang 
sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan 
bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan 
mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, 
mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta 
dalam proses pembangunan. 

Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah suatu ide yang selalu 
digaungkan selama abad-abad dan ternyata sangat efektif untuk membatasi perempuan 
agar tidak berpartisipasi dalam dunia politik. Terminologi publik dan privat yang erat 
kaitanya dengan konsep gender dan peran gender, dan stereotype, telah menciptakan 
ketidak setaraan dan ketidak adilan diantara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling 
jelas dari situasi politik seperti itu adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dalam 
kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik 
formal di banyak tempat di perlihatkan gambaran yan tidak mengembirakan. Akar dari 
semua persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang meperhambat semua ruang gerak 
perempuan di semua bidang, termasuk bidang politik. 

Menurut Zamroni (2013) bahwa untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan dan 
ketidaksetaraan dalam bidang politik antara perempuan dengan lakilaki, dapat dilihat dari 
tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Komunikasi politik 
yang dimainkan perempuan-perempuan melalui berbagai macam saluran baik dengan 
menyampaikan pesanpesan politik dengan aktif diberbagai sistem politik, seperti partai 
politik, legislatif, organisasi masyarakat dan lainnya. Sebagai komunikator politik, 
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perempuan tidak banyak yang terlibat dalam struktur organisasi partai politik atau pun 
menjadi anggota legislatif. Selanjutnya tipologi komunikator politik perempuan, bisa 
diklasifikasikan menjadi perempuan sebagai politisi, perempuan sebagai komunikator 
profesional, dan perempuan sebagai aktivis. 

Kesetaraan gender bukan berarti mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan, 
akan tetapi lebih dimaknai sebagai upaya dalam membangun relasi dan memberikan 
kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempaun dalam keterlibatannya diberbagai 
bidang kehidupan. Bidang politik menjadi salah satu unsur dalam memberikan kesempatan 
yang sama untuk laki-laki dan perempuan dapat belajar sehingga yang diharapkan adalah 
bagaimana kita menciptakan sebuah konstruksi pemikiran yang tidak mendiskriminasi 
salah satu pihak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan. 

Keterwakilan perempuan adalah untuk menyuarkan kepentingan perempuan. Pada titik 
ini, banyak dibaikan oleh berbagai kalangan, bahkan dalam kalangan perempuan sendiri, 
adalah bahwa kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh 
perempuan sendiri karena mereka sesungguhnya paling mengerti kebutuhan perempuan. 
Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda 
harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan 
dibuat. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan 
perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang 
mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender. 

Dengan demikian maka stigma yang selama ini telah terbangun dalam masyarakat 
bahwasannya kaum perempuan lemah, tidak berkompeten dan tidak layak, serta tantangan 
dalam budaya yang bersifat patriarki yang menganggap bahwa perempuan selalu 
dibelakang dan tidak memiliki peluang untuk berpolitik dapat dilawan dan dipatahkan jika 
segala upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dapat dijalankan dengan 
baik. Apaplagi dalam era yang semakin terbuka dan semakin mengedepankan ketrampilan 
maka kaum perempuan memiliki peluang juga untuk menunjukan kebisaaannya dalam 
berbagai bidang termasuk politik. Perempuan harus diberikan ruang yang sama layaknya 
laki-laki sehingga perempuan dapat merdeka dan bebas menentukan arah juangnya dalam 
mengaktualisasi diri sebagai kaum yang berperan dalam membangun peradaban 
masyarakat, bangsa, dan negara.   

SIMPULAN 

Kaum perempuan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat memiliki peran yang 
penting dalam mengembangkan dirinya untuk ikut berpartisipasi membangun masyarakat 
menuju sejahtera. Salah satu bagian penting yang dapat dijadikan perempuan sebagai 
sarana dalam berekspresi adalah bidang politik. Oleh karena itu, berbagai upaya harus 
dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan agar terlibat dalam bidang 
politik. 

Upaya dapat dilakukan melalui beberapa hal penting dan serius untuk diperhatikan yaitu 
pertama, Pemerintah harus secara tegas memberikan dukungan kepada perempuan untuk 
lebih diberikan kesempatan terjuan ke bidang politik mengenai kuota 30 %. Kedua, Partai 
politik hendaknya membuka peluang khusus untuk perempuan agar berpartisipasi dalam 
politik. Ketiga, Pemerintah, partai politik, ataupun lembaga lainnya patut memberikan 
pendidikan politik bagi perempuan, pelatihan pengembangan kapasitas perempuan untuk 
membangkitkan semangat partisipasi perempuan itu sendiri. Keempat, akses informasi bagi 
perempuan karena berbagai informasi yang diterima dan dikelola oleh perempuan di 
lingkungan sosialnya akan membentuk pengetahuan baik itu partisipan dan pemilih 
peremuan yang akan mendorongnya untuk menentukan afirmasi pilihan politiknya. Kelima, 
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masyarakat hendaknya diberikan pengetahuan melalui sosialisasi guna menghilangkan 
mindset yang selalu memarjinalkan atau menomorduakan perempuan. Tujuannya adalah 
membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, etika politik, dan tanggung jawab 
politik agar kaum perempuan dapat menjadi insan politik yang terpuji, juga memiliki 
wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada disekitarnya. Apabila hal-hal ini 
dilakukan secara efektif dan efisien maka partisipasi poitik perempuan akan semakin 
meningkat dan ruang untuk kaum perempuan turut serta dalam pengambilan kebijakan 
terkait isu-isu strategis perempuan dalam dilakukan secara terbuka dan bebas. 
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